


BAB III
URUSAN

KONKUREN, FUNGSI

PEMERINTAH UMUM

A. URUSAN KONKUREN (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Barat)

a. Ringkasan Urusan Wajib

1. Program dan Kegiatan

Dinas Purumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Pertanahan Tahun 2019

melaksanakan anggaran Rp.

8 program dan 35 kegiatan dengan total

PENUNJANG DAN URUSAN

16.809.306.832,00, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

JUMLAH
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (RP)
I | Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.393.329.950
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.465.000
2 | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor 197.580.528
3 | Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.997.400
4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.398.000
5 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 8.992.059
Bangunan Kantor
6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 9.291.000
Undangan
7 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar 938.605.963
Daerah
8 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi 88.000.000
II | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607,148,305
9 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 142.910.500
10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan 31.750.000
Komputerisasi
11 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 432.487.805
III | Peningkatan Disiplin Aparatur 57.527.800
12 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 57.527.800
IV | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 84.220.800
13 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 84.220.800
undangan
\Y% Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 650.589.000
Kinerja dan Keuangan
14 | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 65.762.000
15 | Penatausahaan Keuangan SKPD 312.322.000
16 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 49.630.000
Kinerja SKPD
17 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 68.889.000
18 | Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD 153.986.000
VI | Pengembangan Perumahan 1.803.496.500
19 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang 106.700.000
Perumahan Rakyat
20 | Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan 123.852.500
Permukiman Provinsi Sumatera Barat
21 | Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi 351.000.000
Sumatera Barat




22 | Updating Data Rumah Tidak Layak huni di Provinsi 682.944.000

Sumatera Barat

23 | Pendampingan Penyusunan Dokumen Penyediaan 344.000.000
Perumahan Kabupaten/Kota
24 | Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman 195.000.000

Terhadap Bencana Alam

VII | Pemberdayaan Komunitas Perumahan 11.725.355.630

25 | Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan 1.153.088.000

Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)

26 | Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi 8.298.511.630

27 | Updating Database Kawasan Kumuh 873.756.000

28 | Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan 1.400.000.000

Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal

VIII | Pengelolaan Pertanahan 487.638.847
29 | Bimtek Pengelolaan Pertanahan 86.708.000
30 | Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan 50.244.000

Pertanahan
31 | Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk 106.682.847
Kepentingan Umum
32 | Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di 62.236.000
Sumatera Barat
33 | Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah 84.808.000
34 | Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi 44.208.000
35 | Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek 52.752.000
Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee
JUMLAH 16.809.306.832

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

3.

Jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan adalah layanan dasar urusan perumahan berdasarkan

Permen PUPR No.29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang

Perumahan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar untuk

bidang perumahan rakyat ada yaitu :

1. Layanan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
provinsi

2. Layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Tingkat pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada lampiran

Laporan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat

Struktural dan fungsional

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 65 (enam puluh lima) orang

dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Kelamin (Status Desember 2019)
JENIS KELAMIN

NO

GOLONGAN

PEREMPUAN

JUMLAH PNS

1

Golongan IV/c

LAKI-LAKI
1




2 Golongan IV/b 3 1 4
3 Golongan [V/a 2 1 3
Sub Jumlah 6 2 8
4 Golongan Iil/d 4 3 7
5 Golongan Ill/c 6 6 12
6 Golongan II1/b 4 6 10
7 Golongan IIl/a 9 4 13
Sub Jumlah 23 19 42
8 Golongan I1/d 8 2 10
9 Golongan [1/c 3 3 6
10| Golongan Il/b - 1 1
11 | Golongan Il/a 3 - 3
Sub Jumlah 14 6 20
12 | Golongan I/d - - -
13 | Golongan I/c = - s
14 | Golongan I/'b - = =
15 | Golongan I/a - - s
Sub Jumlah - - -
TOTAL 42 26 69

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Provinsi Sumatera Barat Menurut Tingkat Pendidikan

S T Dl Pt U R e
S2 8 - - - 8 11,59
sl 27 - 7 - 34 49,28
D. Il 3 . 2 . 5 7,25
SMA 21 - - - 21 30,43
M 1 . - . 1 1,45
SD ] - - a 0 0,00
TOTAL 60 0 9 0 69 100

Struktural 15 ) i ) 15
Fungsional i i i ) 0
TOTAL 15 15

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Pagu anggaran belanja langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 16.809.306.832,00 dengan penyerapan
anggaran menunjukkan hasil yang baik yaitu Rp. 13.733.191.786,00 atau 81,7% untuk
realisasi keuangan dan 99,64% untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan. Anggaran
tidak terserap karena adanya beberapa pekerjaan pembangunan yang tidak selesai
dilaksanakan dan efisiensi anggaran. Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran dapat

dilihat pada tabel bertkut.



Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2019

NO | PROGRAM/KEGIATAN JUMLAH REALISASI % %o
ANGGARAN ANGGARAN (RP) | KEUANGAN | FISIK
(RP)
I Pelayanan Administrasi 1.393.329.950 1.347.547.311 96,71% 100%
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat 3.465.000 2.667.950 77.00% 100%
Menyurat
2 Penyediaan Jasa Kebersihan, 197.580.528 197.580.516 100,00% 100%
Pengamanan dan Sopir
Kantor
3 Penyediaan Alat Tulis 89.997.400 89.976.060 99,98% 100%
Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan 57.398.000 57.333.014 99.89% 100%
dan Penggandaan
5 Penyediaan Komponen 8.992.059 8.869.740 98.64% 100%
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6 Penyediaan Bahan Bacaan 9.291.000 8.160.000 87.83% 100%
dan Peraturan Perundang-
Undangan
7 Rapat-Rapat Koordinasi dan 938.605.963 904.715.031 96,39% 100%
Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah
8 Penyediaan Jasa Informasi, 88.000.000 78.245.000 88,91% 100%
Dokumentasi dan Publikasi
II | Peningkatan Sarana dan 607.148.305 562.956.464 92,72% 100%
Prasarana Aparatur
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 142.910.500 141.535.114 99,04% 100%
Kendaraan
Dinas/Operasional
10 | Pemeliharaan Rutin/Berkala 31.750.000 31.694.000 99.82% 100%
Komputer dan Jaringan
Komputerisasi
11 Pengadaan Peralatan dan 432.487.805 389.727.350 90,11% 100%
Perlengkapan Kantor
II | Peningkatan Disiplin 57.527.800 57.527.800 100,00% 100%
Aparatur
12 | Pengadaan Pakaian Dinas 57.527.800 57.527.800 100,00% 100%
Beserta Perlengkapannya
IV | Peningkatan Kapasitas 84.220.800 61.600.700 73,14% 100%
Sumberdaya Aparatur
13 | Bimbingan Teknis 84.220.800 61.600.700 73.14% 100%
Implementasi Peraturan
| Perundang-undangan
\'% Peningkatan 650.589.000 570.501.100 87,69% 100%
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14 Penyusunan Perencanaan 65.762.000 43.810.100 66,62% 100%
dan Penganggaran SKPD
15 | Penatausahaan Keuangan 312.322.000 285.890.300 91,54% 100%
SKPD
16 Penyusunan Laporan 49.630.000 29.466.140 59.37% 100%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
17 | Monitoring dan Evaluasi 68.889.000 60.085.560 87,22% 100%
Kegiatan SKPD
18 | Pengelolaan, pengawasan 153.986.000 151.249.000 98,22% 100%

dan pengendalian aset SKPD




VI

Pengembangan
Perumahan

1.803.496.500

1.688.657.540

93,63%

100%

Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Bidang
Perumahan Rakyat

106.700.000

86.361.000

80,94%

100%

20

Penguatan dan Pembinaan
POKJA Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat

123.852.500

106.217.400

85,76%

100%

21

Penyusunan SPM Bidang
Perumahan Rakyat Provinsi
Sumatera Barat

351.000.000

343.217.440

97,78%

100%

22

Updating Data Rumah Tidak
Layak huni di Provinsi
Sumatera Barat

682.944.000

638.940.400

93.56%

100%

23

Pendampingan Penyusunan
Dokumen Penyediaan
Perumahan Kabupaten/Kota

344.000.000

334.674.700

97,29%

100%

24

Sosialisasi dan Workshop
Pembangunan Rumah yang
Aman Terhadap Bencana
Alam

195.000.000

179.246.600

91,92%

100%

VIl

Pemberdayaan Komunitas
Perumahan

11.725.355.630

8.992.892.084

76,70%

96,82%

25

Perencanaan Penanganan
Lingkungan Perumahan dan
Permukiman Kumuh
Berbasis Kawasan (PLP2K-
BK)

1.153.088.000

1.114.274.865

96,63%

100%

26

Pembangunan PLP2K-BK
dan Supervisi

8.298.511.630

5.663.426.492,35

68,25%

87.27%

27

Updating Database Kawasan
Kumuh

873.756.000

842.470.750

96.42%

100%

28

Pembangunan PSU Kawasan
Strategis dan Khusus
(Rawan Bencana,
Agropolitan, Minapolitan,
Desa Tertinggal

1.400.000.000

1.372.719.976,50

98,05%

100%

VIII

Pengelolaan Pertanahan

487.638.847

451.508.787,00

92,59%

100%

29

Bimtek Pengelolaan
Pertanahan

86.708.000

77.893.750,00

89.83%

100%

30

Inventarisasi dan
Penanganan Masalah
Pengelolaan Pertanahan

50.244.000

46.306.796,00

92,16%

100%

31

Pembinaan dan Monitoring
Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum

106.682.847

103.287.916,00

96,82%

100%

32

Penanganan Masalah
Sengketa dan Konflik

Pertanahan di Sumatera

Barat

62.236.000

60.753.755,00

97.62%

100%

33

Penyusunan Perencanaan
Penggunaan Tanah

84.808.000

77.199.960,00

91,03%

100%

34

Pembinaan dan Monitoring
Pemberian Izin Lokasi

44.208.000

41.124.000,00

93.02%

100%

35

Sosialisasi dan Pembinaan
Penetapan Subjck dan Objek
Redistribusi Tanah, Serta
Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan
Tanah Absentee

52.752.000

44.942.610,00

8520%

100%

JUMLAH

16.809.306.832

13.733.191.785,85

81,70%

99,60%




5. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada keterkaitan dari

dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam penetapan program dan kegiatan

yang merujuk kepada dokumen Renja, Renstra dan RPJMD Provvinsi, untuk lebih

jelas dapat dilihat pada lampiran.

6. Kondisi Sarana dan Prasarana (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya). Terlampir.

7. Permasalahan dan solusi

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kegiatan perlu melihat permasalahan

dan kendala yang dihadapi yang diuraikan sebagai berikut :

1.

Penyelesaian administrasi yang masih belum dipahami sebagai bukti dalam
pelaksanaan kegiatan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia dan kelembagaan.

Penyelesaian Laporan Akhir yang belum disempurnakan karena belum
tergampabar pencapaian outcome dari dinas sehingga perlu dilakukan peningkatan
kualitas dari penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.

Masih kurangnya peraturan operasional dari Undang-undang Nomor 23 Tahun
tentang Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan urusan yang
menjadi kewenangan dinas sehingga perlunya kementrian/lembaga untuk
mempercepat proses penyusunan NSPK terkait pelaksanaan urusan wajib yang
menjadi kewenangan di provinsi. |

Perlunya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra OPD karena adanya
ketidaksesuaian sasaran strategis dan indikator kinerja terkait terbentuknya OPD
baru.

Terget pendanaan perlu sesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan
urusan wajib dapat dicapai

Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan bidang perumahan, kawasan
permukiman dan pertanahan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan.
Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan provinsi (10-15 hektar)
Belum lengkapnya data PSU (Prasarana, Sarana, Umum) kawasan permukiman

lintas kabupaten/kota.



LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun

2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2020



KATA PENGANTAR

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan yang harus
dipenuhi berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat untuk melaporkan hasil pemenuhan
penerapan standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Barat, dan kami
menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyampaian laporan ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari
semua pihak guna perbaikan kualitas laporan di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Provinsi Sumatera Barat ini dapat bermanfaat bagi kita

semua.

Padang, Januari 2020

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat

Ir. AKHIRUDDIN
NIP. 19631001 199103 1 006




Bap VIl
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN P

1.1 Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah
Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, maka
setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian

SPM.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang termuat di
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu urusan wajib
dan urusan pilihan. Menyangkut urusan wajib harus berpedoman pada
Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap oleh
Pemerintah Daerah tersebut.

Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi
kuantitatif dan kualitatif yang digunakan menggambarkan besaran sasaran
yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa
masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Untuk mengukur tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan urusan
perumahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan,
perlu dilakukan Penyusunan Laporan Penerapan Standar Teknis Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan yang tertuang dalam Permen PUPR No 29 tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Perumahan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota.



Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perumahan ini adalah suatu wujud tolok ukur pemerintah dalam
memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat
dapat menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan

yang sehat dan aman.

1.2 Bidang Urusan

Pelaksanaan penerapan SPM adalah Perangkat Daerah Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang

melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat.

1.3 Jenis Pelayanan Dasar
Jenis layanan dasar untuk bidang Perumahan Rakyat ada 2 yaitu :

1. Layanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana provinsi.

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
bagi korban bencana provinsi meliputi standar jumlah dan kualitas
pelayanan dasar. Standar Jumlah Barang/Jasa pelayanan dasar ini
merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan
direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana
jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa
layak huni. Adapun cara penghitungan capaian SPM bidang perumahan

adalah sebagai berikut :

Jumlah unit rumah korban bencana yang
ditangani pada tahun n
Capaian SPM = X 100%
Jumlah total rencana unit rumah korban
bencana yang akan ditangani pada tahun n

+ Pembilang adalah
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
«  Penyebut adalah
Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan
ditangani pada tahun n
+ Ukuran/ Konstanta adalah
Persen (%)



2. Layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Standar jumlah
barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga
terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi, sesuai dengan
jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara

penghitungan capaian SPM bidang perumahan adalah sebagai berikut :

Rusmah Tangga Penerima Fasliitas Penggantian
Hak Aras Penguasaan Tanalh dansatau
Bangunan + Rumalfr Tanggs Penerirma Swbsich
tlang Sewa + Rumal Tangega Penerima
Penyediaan Rumalr Layak Hun/

Capalan SPM = > 100 %
Jurnlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasl

Program Pemerintah Dserah yang AMemenul/
Krieria Penerima Pelayanan

* Pembilang adalah
Jumlah total penerima pelayanan:

(1) Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau
Bangunan

(2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)

(3)Penyediaan Rumah Layak Huni

* Penyebut adalah
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah

Daerah Provinsi yang memenuhi Kriteria penerima pelayanan
s Ukuran/Konstanta
Persen (%)

1.4  Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Target dan Realisasi pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai
dengan Permendagri 100 Tahun 2018 adalah 100%. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 jenis

layanan dasar bidang perumahan rakyat adalah :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

provinsi; dan



2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Rumah vang Layak
Huni bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi
Program Pemerintah

Daerah

relokasi program pemerintah

daerah

Jangka
No | Jenis Layanan Dasar Indikator Target | Realisasi Ket
Waktu
1 Penyediaan dan | jumlah unit rumah rusak akibat | 100 % 100 % Tidak ada bencana
rehabilitasi rumah | bencana yang akan alam yang
yang layak huni bagi | direhabilitasi, dibangun kembali, merupakan
korban bencana | dan/atau direlokasi serta kewenangan
provinsi rencana jumlah rumah tangga Pemerintah Daerah
yang rmendapatkan bantuan Provinsi
akses rumah sewa layak huni
2 Fasilitasi Penyediaan | jumiah Rurnah Tangga terkena | 100 % 100 % Tidak ada relokasi

yang diakibatkan
oleh program
pembangunan

Pemerintah Daerah

Provinsi

Dari hasil data yang tersedia berdasarkan rumus capaian SPM untuk

penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang

merupakan kewenangan Provinsi pada tahun 2019 adalah 100%. Hal ini

disebabkan karena tidak ada bencana alam yang merupakan kewenangan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk Fasilitasi Penyediaan

Rumah yang Layak Hurni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 juga 100% di

karenakan juga tidak ada relokasi terhadap rumah masyarakat yang

diakibatkan oleh program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

1.5

Alokasi Anggaran

Adapun alokasi Anggarsn pada satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan

Laporan Akhir tahun 2019 yang terkait sesuai dengan SPM adalah :




’To Program Kegiatan Anggaran Ket

1 Pengembangan Perumahan | Penyusunan SPM Bidang | Rp. 290.000.000,-
Perumahan Rakyat Provinsi

Sumatera Barat

1.6 Dukungan Personil

Struktur Organisasi pada satuan Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat yang mendukung
program pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah 69 Personil yang
terdiri dari Eselon II 1 orang, Eselon IIl 4 orang, Eselon IV 11 orang dan 53

orang staff untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut
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1.7

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1.

1.8

Karakteristik alam yang berbukit dan bergunung dimana kawasan hutan
lebih luas (60,53%) dibandingkan luas kawasan non hutan (39,47%). Hal
ini menjadi terbatasnya pemanfaatan ruang untuk budidaya

(permukiman).

Lemahnya komitmen dan kemampuan dalam mengelola
menyelenggarakan pengembangan pembangunan suatu kawasan
perumahan dan permukiman sehingga banyaknya terjadi pembangunan
perumahan dan permukiman pada lahan yang merupakan bukan lahan

permukiman.

Banyaknya permukiman yang berada pada kawasan pesisir pantai,
sehingga untuk program relokasi terhadap bencana alam tsunami akan

membutuhkan biaya yang sangat besar.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun rumah pada

kawasan yang aman atau berada di luar kawasan negative list (sempadan

rel KA, bawah SUTET, bantaran Sungai dsb),

Solusi

Yang dapat menjadi solusi dalam pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah :

1.

Kondisi wilayah Provinsi Sumatera Barat yang secara geologis merupakan
daerah rawan bencana alam, terutama di jalur gunung berapi sehingga
diperlukan informasi yang jelas dan tegas yang merupakan peruntukan
kawasan budidaya/untuk perumahan. Dan diperlukan tindakan yang
tegas dan relevan atas izin mendirikan bangunan diatas kawasan negative
tersebut, sehingga jika nantinya terjadi bencana alam di daerah tidak
menimbulkan korban dan biaya yang besar untuk melakukan program

relokasi.

Keterbatasan lahan dikarenakan Provinsi Sumatera Barat kondisi daratan

berupa perbukitan dan pengunungan diperlukan perencanaan untuk
7



jangka panjang untuk beberapa daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai
lahan pembangunan untuk perumahan yang terbatas agar dapat
merencanakan kesesuaian untuk pembangunan perumahan yang lebih
bersifat vertikal/bertingkat.
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. (0751) 7051700 - 7051765 Fax. (0751) 7051783 Padang
perkimpertanahan sumbar@gmailcom

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 20/ SK-PERKIMTAN/1I- 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APARATUR
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2011
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di
pelayanan yang optimal di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun SOP
dan Pertanahan Proviisi Sumatera Barat.

b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
¢. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanainan Provinsi Sumatera Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6T Tahun IY58 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang,.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-~Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan

X A
Pemerintah Provinsi Sumatern Bargt,

K rtibd 4 Eeena



MENETAPKAN

RESATUI

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

MEMUTUSKAN

Standar Operasional Prasedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat sehagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dipergunakan scbagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan
Dinas Perumshan Rakyst Kswasan Permukiman dan Pertanshan Provins
Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masi

Dalam Pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum
yang ada di lingkungan Uinas Perumahan Kakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Dikium
PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
v Ppadoate

Ll SAAEiAy

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Provinsi Sumatera Barat, DPA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
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Sumaticra Barat sebagaimana tercanium daiam bampiran keputusai iind.
Standar Operasional Prosedur (SOF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatern Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing.

Dalam Pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana

tarnantiim Aalam lamniran Fermtiiean ini
bardh SHFL A PRA LA BELSLLEA L ' o T ——

Standar Operasional Prosedur (SOF) sebagaimana tercantum dalam Diktum
KETIGA dapat dikembangkan dan diperinci lebih lanjut oleh setiap unit kerja
yangndadjﬁnghmganDinasPcrunmhanRakynt,KawmnPennuldmandan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.

Standar Operasional Prosedur (SOF) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala.

Segala iaya yang tmbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat.

&?Jﬁ‘odf{ ir.i 'm‘ohi eatalr Q:rml d‘m‘ran.
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Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur
Dinas Perumshan Rakyat, Kawssan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat scbagaimana tcrcantum dalam lampiran kepuiusan im.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, dipergunakan sebagai acuan bagi setiap aparatur di lingkungan
Dma:.PcrumahanRakya.t,Kawam Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing.

Dalam Pelaksanaan kegiatan sctiap unit kerja di lingkungan Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera
Barat wajib mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana
{cicaiitiiin dalam lampiran Koputusan ind.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam Diktum
KETIGA dapat dikembangkan dan diperingi lebih lanjut olch sctiap unit kerja
yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Sumatera Barat sesuai kebutuhan masing-masing.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Dikium
PERTAMA bersifat dinamis dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
secara berkala.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, DPA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Sumaters Barat.

Keputusan ini beriaku sejak tanggai ditetapkan

DITETAPKANDI  : Padang
PADA TANGGAL  : #2 FEBRUARI 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

e
/
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NO | KETERANGAN NO SURAT
) Surat keluar "067/01/50p-Sekre [PRAPP[-2047
5 Surat Masuk 067/02/SOP-Sekre/PRKPP/- 2017
3 Surat Keluar 067/03/SOP-Sekre/PRKPR/ 2017
4 Pengurusan Pengajuan Pensiun 067/04/50P-Sekre/PRKPP- 2017
5 Pengurusan Kartu Pegawai 067/05/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
6 Telah Staf 067/06/SQP-Sekre/PRKPP- 2017
7 Nota Dinas 067/07/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
i 8 Pengurusan Kartu Istri fkartty Suami 067/08/SOP-Sekre/PRYDD. 2017
g Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala 067/09/S0P-Sekre/PRKPP- 2017
10 Pengurusan ljin Belajar 067/10/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
1 Pengurusan Pengajuan cuti PNS 067/11/50P-Sekre/PRKPP- 2017
12 Penghapusan Aset 067/12/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
n Rencena ! ':3":;::"3:::“';‘ den 067/13/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
14 Pembuatan Dokumen 067/14/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
48 Pencairan Uang Panjar 067/15/SOP-Sakra/PRKPR- 2017
15 Penerimaan Pendapatan 067/16/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
16 Verfikasi Keuangan U07/17/50F-5ekre/ PRKPP- 2017
18 Pembukuan 067/18/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
19 Pangajuan SPJ-LS Barang dan Jasa 067/19/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
5o | Penatausahaan Penajuan Ganti Uang ( GU) 067/20/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
21 Penyusunan Laporan Keuangan 067/21/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
22 l Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 067/22/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
23 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 067/23/50P-Sekre/PRKPP- 2017
24 | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 067/24/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
25 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 067/25/50P-Sekre/PRKPP- 2017
2 PenyusunanKerangka Acuan Kerja 067/26/S0P-Sekre/PRKPP- 2017
[
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NO KETERANGAN NO SURAT
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 067/04/SOP Sek 1 T
27 Penyelenggaraan Perumahan re '
Koordinasi Usulan Kab/Kota tentang Usulan ’ .
28 Pauvedsan s han Rakyat 067/27/S0OP-Sekre/PRKPP- 2017
29 Updating Data Perumahan dan Permukiman 067/28/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
30 Usulan Pembiayaan Perumahan 067/29/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
Fembinaa dan Peningkatan Kapasitas Pokja N y
31 Periivahan 067/30/SOP-Sekre/PRKPP- 2017
32 Perencanaan Program Usulan Kegiatan 067/31/S0OP-Sekre/PRKPP- 2017
23 Felaksanaan Bintek, Workshop U07/32/50P-3¢hic/PRRFF- 2017
34 Kerjasama FLPP 067/33/S0P-Sekre/PRKPP- 2017
35 Kualifikasi Pelaksana 067/34/SOP-Sekre /PRKPP- 2017
—
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Usulan Penataan Permukiman Strategis dan
khusus

NO SURAT
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067/36/50P-Sekre/PRKPP- 2017

37

Perencanaan Kws Permukiman (Kws
Agrpalitan), Kws Minapolitan, kws Pasca
Bencana, Puiau terpencii dan teriuar da kws
Khusus lainnya yang ditetapkan sesuai
dengan kewenangan (Provinsi)

067/37/SOP-Sekre/PRKPP- 2017

Penyusunan Program

067/38/SOP-kws Perkim/- 2017

39

Keordinasi

067/39/SOP-Kws Perkim/- 2017

Sosialisasi

067/40/SOP-Kws Perkim/— 2017




PERATURAN DAERAH



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa perumahan dan pemukiman merupakan salah
satu kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka
peningkatan dan  pemerataan  kesejahteraan

masyarakat;

b. bahwa pertambahan penduduk dan aktifitas
masyarakat perlu didukung dengan penyediaan
lahan yang memadai sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf f
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah
provinsi mempunyai kewenangan untuk menyusun
rencana pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



Mengingat:

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2016-20359;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

6. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA

BARAT TAHUN 2016-2035.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035,
yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP Provinsi adalah
dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan

perumahan dan kawasan permukiman untuk periode 20 tahun.

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat
PKP adalah satu Kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,
penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan
permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem

pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi
dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya

pemenuhan rumah yang layak huni.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun

perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau



lingkungan hunian dan tempat Kkegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat
RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan

ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan:

a.

sebagai payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan di
bidang PKP;

untuk mewujudkan keterpaduan prasarana dan sarana dalam
rangka mendukung kebijakan pengembangan PKP; dan

sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RP3KP

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.

mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan vyang terencana, menyeluruh, terpadu dan
berkelanjutan;

mewujudkan keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar
wilayah, antar sektor, serta antar lokasi PKP terhadap kawasan
fungsi lain,;

mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, -efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan; dan

memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan PKP di

Daerah.



Pasal 4

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan prinsip:

a. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan dan RTRW Provinsi;

b. mengintegrasikan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
dan pemerintah kabupaten/kota, antar sektor, dunia usaha dan
masyarakat;

c. menyesuaikan dengan kondisi kependudukan dan potensi yang
dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi
dan sosial budaya daerah;

d. menyesuaikan dengan masalah, potensi pembangunan dan
pengembangan PKP di daerah masing-masing;

e. menerapkan kebijakan pembangunan PKP dengan hunian
berimbang; dan

f. melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan

pemangku kepentingan lainnya.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI

Pasal 5

(1) Penjabaran RP3KP Provinsi disusun dalam bentuk:
a. buku rencana; dan

b. album peta.

(2) Buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
memuat:
a. visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah;



arahan operasional pemanfaatan ruang yang selaras dengan

RTRW Daerah;

arahan lokasi dan sasaran pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman, serta perumahan dan kawasan

pemukiman pada kawasan strategis Daerah;

arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang
daerah provinsi bagi pengembangan kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan yang memiliki potensi menjadi basis

pengembangan ekonomi kawasan;

arahan investasi jaringan prasarana, sarana dan utilitas umum
berskala regional untuk mendukung pembangunan dan
pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;

arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan

lkumuh dan permukiman kumubh;

penetapan prioritas penanganan kawasan permukiman yang

bernilai strategis di Daerah;

fasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di
Daerah;

pengaturan intergrasi dan sinergi antara kawasan permukiman
dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana,

sarana, dan utilitas umum lintas daerah kabupaten/kota;

arahan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian
pembangunan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas
kabupaten /kota;

sistem informasi pemantauan pemanfaatan  kawasan
permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi
pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman Daerah dan daerah kabupaten/kota;



(3)

(4)

. indikasi program dan kegiatan untuk pelaksanaan RP3KP yang

ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah;

m. indikasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman
di daerah provinsi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang, termasuk rincian rencana pendanaan dan/atau

pembiayaan, sumber pendanaan dan/atau pembiayaan;

n. daftar kawasan terlarang (negative list) untuk pembangunan atau

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
o. arahan mitigasi bencana;

p. pengawasan dan penertiban penyelenggaraan pembangunan
lintas program dan lintas daerah kabupaten/kota yang terkait
dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan

kawasan permukiman; dan

q. pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

Penjabaran buku rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai
berikut :

a. Bab 1 :Pendahuluan

b. Bab II : Kebijakan

c. Bab III : Gambaran Umum

d. Bab IV : Perumusan Konsep RP3KP

e. Bab V : Sinkronisasi RP3KP Provinsi Dengan RP3KP kabupaten/
kota.

Album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a. peta dasar dengan skala paling kurang 1 : 250.000;
b. peta kondisi eksisting;

c. peta analisis; dan



d.peta rencana dengan skala paling kurang 1: 25.000,- sampai
dengan 1 : 50.000.

(5) Buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Penyusunan RP3KP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

berpedoman pada RTRW Provinsi.

(2) Dalam hal terdapat perubahan RTRW Provinsi, maka RP3KP akan
dilakukan perubahan.

BAB III
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka diberikan:
a. insentif; dan

b. disinsentif.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

a. Pemerintah Daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Pemerintah Daerah kepada badan hukum,; atau
c. Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi antara lain:
a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan;



-10-

b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi dan
prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan
kawasan permukiman, yakni :

1. subsidi silang; dan/atau

2. kemudahan prosedur perizinan.

(4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi antara lain:
a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
b. pengenaan retribusi daerah; dan/atau
c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan

dan kawasan permukiman.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan RP3KP Provinsi
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Barat serta sumber lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9
(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang



s

membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat

mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi

=4
A

MY e Ty

Falrpad
LETrK4al

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

DEVI KURNIA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT:
(5/175/2016)
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LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NERACA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
PER 31 DESEMBER 2019
Uraian 2019 (A:g::d}

ASET 16.481.052.080,50 14,405.752.855,03
ASET LANCAR 2.476.261.913,00 2.484.592.534,53
Kas dan Setara Kas - =
- Kas di Bendahara Pengeluaran - -
- Kas di Bendahara Penerimaan = =
- Kas di BLUD - =
- Setara Kas 8 &
Piutang Pendapatan = =
- Piutang Pajak Daerah - -
- Penyisihan Piutang Pajak - -
- Piutang Retribusi - -
- Penyisihan Piutang retribusi - -
- Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan - =
- Peny Piutang Hasil PKD Yang Dipisahkan = =
- Piutang Lain2 PAD Yang Sah - B
- Penyisihan Piutang Lain2 PAD Yang Sah - -
Beban Dibayar Dimuka 10.560.653,50 12.134.475,03
- Beban Jasa Dibayar Dimuka 10.560.653,50 12.134.475,03
Persediaan 2.465.701.259,50 2.472.458.059,50
Persediaan Bahan Pakai Habis 1.708.500,00 9.000.300,00
- Persediaan Alat Tulis Kantor 1.451.500,00 8.683.800,00
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik 87.000,00 -
- Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya 170.000,00 316.500,00
Persediaan Bahan/Material 1.228.500,00 1.680.000,00
- Persediaan bahan dokumentasi/cetakan 1.228.500,00 1.680.000,00
Persediaan Barang Lainnya 2,462.764.259,50 2.461.777.759,50
-Persediaan Barang yang akan diberikan pada Pihak Ketiga 2.462.764.259,50 2.461.777.759,50

Jumlah Aset Lancar 2.476.261.913,00 2.484.592.534,53
ASET TETAP 14.004.790.167,50 11.921.160.320,50
Tanah 2.291.371.200,00 2.291.371.200,00
Peralatan dan Mesin 4.341.057.350,00 5.261.527.000,00
Gedung dan Bangunan 12.640.414.492,35 8.226.760.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan - 2.422.064.985,00
Aset Tetap Lainnya =
Konstruksi Dalam Pengerjaan -
Akumulasi Penyusutan (5.268.052.874,85) (6.346.562.864,50)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (3.061.687.945,00) (3.870.397.787,50)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (2.206.364.929,85) (1.978.552.080,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - (497.612.997,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Jumliah Aset Tetap 14.004.790.167,50 11.921.160.320,50
ASET LAINNYA -
Aset Tidak Berwujud 535.093.500,00 535.093.500,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (535.093.500,00) {535.093.500,00)
Aset Lain-lain
Aset Tidak Bermanfaat - 58.012.300,00
Ak. Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat - (58.012.300,00)




Uralan

2019

2018

(Audited)
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Akm Penyusutan Aset Dimanfaatkan Pihak Lain
Jumlah Aset Lainnya - -
JUMLAH ASET 16.481.052.080,50 14.405.752.855,03
KEWAIJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
mpatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Belanja Pegawai - 314.708.927,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - 1.131.766.000,00
Utang Belanja Modal “ =
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - 1.446.474.927,00
JUMLAH KEWAIJIBAN - 1.446.474.927,00
EKUITAS 16.481.052.080,50 12.959.277.928,03
EKUITAS (3.632.644.906,35) 12.959.277.928,03
Ekuitas 9.744.049.320,03 12.959.277.928,03
Ekuitas 9.744.049.380,03 12.959.277.928,03
Surplus/Defisit - LO (13.376.694.286,38)
-Surplus/Defisit - LO (13.376.694.286,38) -
Estimasi Perubahan SAL 20.113.696.986,85
-Estimasi Perubahan SAL 20.113.696.986,85 -
Surplus/Defisit (20.113.696.986,85)
-Surplus/Defisit (20.113.696.986,85) -
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan 20.113.696.986,85

RK PPKD 20.113.696.986,85
RK PPKD 20.113.696.986,85 -
Jumlah Ekuitas 16.481.052.080,50 12.959.277.928,03
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 16.481.052.080,50 14.405.752.855,03

Padang, 31 Desember 2019
Kepala Dinas,

.

ir. AKHIRUDDIN
NIP. 19631001 199103 1 006




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SKPD : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2019

Belanja Premi Asuransi

' 'B-ellanja Premi Asuransi 8aran§
Milik Daerah

66.150.000,00

Dalam Rupiah
kode Jumiah Realisasi b ] Realisasi
Rekening Uralan Anggaran 2019 2018
Il 2 3 4 5 6

r N BELANJA 25.329.809.827,00 20.113.696.986,85
2. Y BELANJA OPERASI ' 16,598,810.392,0 14.060,543,144,50
211, | Belanja Pegawal | 8.520.502.995,00 6.380.505.201,00
21t0t | Belanja Gaji dan Tunjangan 5.686.609.957,00 4.237.261.248,00
2110101, | Goji Pokok PNS/ Uang | 4.027.166.680,00 | 3.389.154.620,00
................. Representast ... ......ieeees e TR fre s s e e e
2.1,1,01.02 Tunjangan Keluarga 455.690.020,00 326.512.185,00
2110103 | Tunjangan Jabatan | 391.110.000,00 177.380.000,00
2110104, | Tunjangan Fungsional 13.100.000,00
2.1.1.01.05. | Tunjangan Fungsional Umum 317.890.000,00 140.630.000,00 44,24 -
2.1,1.01.06. Tunjangan Beras 392.887.846,00 166.855.680,00| 42,47 -
artotor. | Tunjangan PPh/Tunjangan 15.136.000,00 8.770.148,00 57.94 -

............... Khusus . . . ... . . ... i R ESNSG AE e s e e
2.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 101.500,00 49,823,00 49,09 -
2.1.1.01.17. furan Jaminan Kematian/Uang 42.071.065,00 20.931.604,00 49,75 -
ceiio.......) DukaWafat/Tewas . . I S e e i S SR R T R S S R T
2110121 [uran Jaminan Kecelakaan Kerja 31.456.852,00 6.977.188,00 22,18 E
2.1.1.02. | Belanja Tambahan Penghasilan 2.833.893.038,00 | 2.143.243.953,00 75,63 5
eeenaienna ) PNS : T, — e e :
2.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan 2.833.893.038,00 2.143.243.953,00 75,63 -
................. berdasarkan beban kerja Lo
2.1.2% Belanja Barang dan Jasa 6.810.320.897,00 6.412.826.788,00 94,16 -
21201, " Belanja Bahan Pakai Habis 33060201900 | 284.834.505,00 86,13 ) L
2.1.2.01.01, Belanja alat tulis kantor 14910375000 14571452000 97,73 o .
2120103 | Belanja alat listrik dan elektronik T w27se00 | 9.854.740,00 95,94 -

. ......] lempu pijar, battery kering) : - S| S
2.1.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 1,200.000,00 1,200.000,00 100,00 -
................. bendaposlainnya ... ....... R | L o T e S A SCE S
2.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 102,794.710,00 63.877.785,00 62,14 -
2.1.2.01.10 Belanja Seminar Kit Peserta 18.750.000,00 ‘1856250000 00| -
2.1.2.01.12 Belanja peralatan/perlengkapan 4857270000 | 45.624.960,00 Y

......... pakal habls . . . . . . o . .
2.1.2.02. Belanja Bahan/Material 39,760.850,00 39.133.600,00 08,42 #
2.1.2.02.12 Belanja Bahan so760.850,00 | 39.133.600,00 w4z 5 |
................ Praktek/Keterampilan ... .. ...
2.1.2.03 Belanja Jasa Kantor 411.838.000,00 362.914.629,00 88,12 -
2120305 | | Belanja surat kebar/majalah " ezatoooe0| g.160.00000| o8|
2.1.2.0207. ‘Belanja paket/pengiriman ©msooneo| - = .
2.1.2.03.13 Belanja Jasa Publikasi 38.000.000,00 30.500.000,00| sge| TR
2.1,2.03.14 Belanja Jasa Akomodasi 208.200.000,00 203.080.000,00 97,54 -
2120320 | Belenjo Transportasi | 4957200000 4527462900 w3l
21.2.03.35. Belanja Jasa Tenaga 90.900.000,00 6480000000 nwe| -]
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Dalam Rupiah
kode —
Jumiah Realisasi % Realisasi
Rekening Uralan Anggaran 2019 2018
1 2 3 g 5 6
2.1.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 14.360.500,00 14.360.500,00 100,00 -
................ o | | FORU | SO
2.1.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan 11.300.000,00 10.228.000,00 90,51 -
................. ROMORRE. .- . conasues s s i e s e
2.1.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaa 122,126.000,00 118.186.114,00 96,77 -
2120601 | Belanjacetak 39.202.000,00 38.432.534,00 08,04 -
2.1.2.06.02. " Belanja Penggandaan | 82.924.000,00 | 79.753.580,00 96,18 -
21210, ] Belanja Sewa Perlengkapan dan | 2250000000 22.500.000,00 100,00 s
................ Peralatan Kantor . .
2.1.2.10.17 Belanja Sewa Stand 22.500.000,00 22,500.000,00 100,00 -
PR AT ' Belanja Makanan dan Minuman 148.277.000,00 103.102.500,00 69,53 -
21.2.41.02. | Belanja makanan dan minuman 99.892.000,00 57.927.500,00 57,99 -
................ . D SN o .
2.1.2.11.05 Belanja makanan dan minuman 48.385.000,00 45.175.000,00 93,37 -
______ | kegiatan . I
2.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan 57.527.800,00 57.527.800,00 100,00 "
................. g vd 11y LTI CNERIR R SRRSO NP I
2.1.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian 57.527.800,00 57.527.800,00 100,00 C
................. (1) FRERRSRNSS SRRSO SUTURII PO RS
2.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.911.827.600,00 1.778.885.820,00 93,05
2121501 | Belanja perjalanan dinas dalam " $70.400.000,00 747.655.000,00 85,90 -
o . daerah e s s S e s e e NV W A
2,1.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar 1.041.427.600,00 1.031.230.820,00 99,02 -
.............. BT | s s T —
2.1.2.18. Belanja Pemeliharaan 31.750.000,00 31.694.000,00 99,82 =
2121802 | Belanja Pemeliharan Peralatan 31.750.000,00 31.694.000,00 99,82 :
....... danMesin e
2.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 3.055.569.700,00 2.972.322.190,00 97,28 .
2.1.2.10.02. Belanja Jaca Koneultansi 2.711.688.700,00 2.628.541.190,00 96,93 -
i s _ Perencanaan B . e P T TR
2.1.2.19.03. Belanja Jasa Konsultansi 74.766.000,00 74.666.000,00 99,87 -
................ Pengawasan b
2.1.2.19.13 Belanja Jasa Konsultansi 269.115.000,00 269.115.000,00 100,00 -
................. Pendampingan e Ty RTREEERPERIN
2.1.2.25 Honorarium PNS 310.460.000,00 286.110.000,00 92,16 -
2122502 | Honorarium Tim Pengadaan | 800000000 wo00.00000] w000 |
i _ Barang dan Jasa A R [ | I
2.1.2.25.03. Honorarium Pengelola Keuangan 157.500.000,00 137.700.000,00 87,43 -
................. Daerah ... ... ...
2.1.2.25.04 Honorarium Pengelola Asset 36.960.000,00 36.910.000,00 99,86 -
.............. L T T
2.1.2.25.06 Honorarium Pengelola SIPKD 72.000.000,00 67.500.000,00 93,75 -
2122531, Honorarium Pengelola 600000000 6.000.00000| 100,00
................. SIMBANGDA e b e
2.1.2.28. Belanja Jasa Lembaga 197.580.528,00 197.580.516,00 100,00 -
2.1.2.28.08 Belanja jasa lembaga penyedia 197.580.528,00 ©197.580.516,00| 100,00
................. RO e e s e s
2.1,2.30 Belanja Kontribusi 27.500.000,00 16-6l3!(1-000.5m< 60,36 -
2.1.2.30.01 Belanja Kontribusi | 2750000000 | 1660000000 03| -
................. Pelatihan/Magang. ... ... .. ... |......................
2.5, Belanja Hibah 1.267.986.500,00 1.267.111.155,50 99,93 -
21500 Golanjs Hibsh Barang atau Jaea | {J&70s&sonon | 126711118880 50,03 T
yang Diserahkan Kepada Pihak
(. & Ketiga/Masyarakat . o S
2.1.5.09.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.267.986.500,00 1.267.111,155,50 99,93 -
yang Diserahkan Kepada Pihak
................. Ketiga/Masyarakat pada SKPO. | . .
2.2 BELANJA MODAL 8.730.999.435,00 6.053.153.842,35 69,33 -
223 Belanja Modal Peralatan dan 43248780500 38972735000 90,11 -
................. MBSIR . . .. sass e b e e e T i S TR e e T
2.2.2.16 Belanja modal Pengadaan 330.000.000,00 322,741.000,00 97,80 -
................ WOMPEE .. . e s s S B
2.2.2.16.01 Belanja modal Pengadaan 295.000.000,00 287.741.000,00 97,54 -
................ Komputer Unit/Jaringan_ . . . [ ... . ... .. ...
2.2.2.16.06 Belanja Modal Pengadaan Printer 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00 - ]
22217, | Belanja modal Pengadaan Meja | S4025.00000 2250000000 e
S Dan Kurslieri/Rapat Pedobiak. L. s sedemen s seisee s s o v s nmse e e s e sy
2.2.2.17.01. Belanja modal Pengadaan Meja 15.525.000,00 - - -
................ KeaPejabat. .. . .oounaoun cmedaesn ST e
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Dalam Rupiah
kode _—
5 Jumlah Realisasi Y% _
Rekening Uraian Anggaran 2019 Fepies
2018
1 2 3 4 5 6
2.2.2.17.03. Belanja modal Pengadaan Kursi 12.000.000,00 - & -
................. KejaPejabat . ... _. T
2.2.2.17.07 Belanja modal Pengadaan Lemari 26.500.000,00 22.500.000,00 84,91 :
................ dan Arsip Pedabat b e
2.2.2.18 Belanja modal Pengadaan Alat 48.462.805,00 44.486.350,00 91,79 N
................. Studio. ...
2.2.2.18.01 Belanja modal Pengadaan 48.462.805,00 44,486.350,00 91,79 -
Peralatan Studio Visual s e e s s e s b e R SR
2.2.3. Belanja Modal Gedung dan 8.298.511.630,00 5.663.426.492,35 68,25 -
................ Bangunan .. ... . T | (T ey eruirrn| [P Er e PGS
2.2.3.13 Belanja Modal Pengadaan 8.298.511.630,00 5.663.426.492,35 68,25 -
.............. 1. Bangunan Fasilitas Umum koo b
2.2.3.13.04 Belanja Modal Pengadaan 8.298.511.630,00 5.663.426.492,35 68,25 -
................. Prasarana, Sarana Utilitas Ummum L oo
SURPLUS/(DEFISIT) (25.329.809.827,00) (20.113.696.986,85) 79,41 -
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Informasi Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan
dari Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman yang dibentuk pada tahun 2017
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

a. Tugas Pokok
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas

Pokok melaksanakan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta
Urusan Pertanahan.

b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut diatas Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan
Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ;

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan

5. Pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan
dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara
sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 — 2021.

Visi tersebut yakni :

“Mewujudkan Permukiman Layak Huni yang berkelanjutan dan Tata Kelola Pertanahan
yang Berkeadilan” ;

Berdasarkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :
1. Meningkatkan tatakelola eumber daya organisasi dinas perumahan rakyat kawasan

permukiman dan pertanahan;

2. Mempercepat pengembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan,
serasi, seimbang, layak huni, baik diperkotaan maupun dipedesaan;

3.  Meningkatkan penataan bangunan yang aman, nyaman, serasi dan berwawasan
lingkungan;

Laporan Kenangan Tahun 2019



4, Meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi guna meningkatkan kualitas
hidup masyarakat;

5. Mewujudkan pengelolaan persampahan regional yang berwawasan lingkungan; dan

6. Meningkatkan pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket
perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)
membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan
akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan
efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah,
mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung
jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan
harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan DinasPerumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan PertanahanProvinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2019. Sebagai wujud transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) '

Neraca,

Laporan Operasional (LO)
Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

N Wk e

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan
ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.

- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah
berkaitan dengan sumber penerimaannya.

- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang
dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya
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mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya
mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman
Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi
dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

e Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014,

e Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem
Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015
tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43

Tahun 2014,

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2019,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah
pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (trace back) pos-
pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan
Keuangan menurut SAP.

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah
seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

e Undang-Undang Dasar Republik Indonsia 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.

e Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;

¢ Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

e Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 ;

e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah
berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem
Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal
31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014,

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Lapcran Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan
Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi
lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan
serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2019 meliputi hal-hal

berikut :

BAB | PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4, Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB Il. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB Ill. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan
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BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4, Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar
Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1. Pendapatan LRA
5.1.2. Belanja
5.2. Penjelasan Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2. Kewajiban
5.2.3. Ekuitas Dana
5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
5.3.1. Pendapatan LO
5.3.2. Beban
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII. PENUTUP
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN




Terinlang !

Selasa, 31 Desember uou.m

SKPD §
PROPINSI ¢ SUMATERA BARAT KODE LOKASI
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)
No Urut | GOLONGAN| KODE " NAMA BIDANG BARANG Ez_c,: BARANG | NILAI PEROLEHAN AKUMULASI " UNILAIBUKU |
BIDANG P (R PENYUSUTAN
L _BARANG T S | ___._i_m_._., z_s,r,ﬁ. (Re) ...l (Re.) (Rp)
1 2 | 3 | 4 5 |6 7 8 8
1 01 GOLONGAN TANAH 2.291.371.200,00 0.00 2.291.371 moomm
o1 TANAH 1 1618 2,291.371.200,00 0,00 2.291.371.200,00
2 _ 02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 4.341.057.350,00 1061 BR7.945,00 1 279,364,405 00
03 ALAT-ALAT ANGKUTAN . 7 2,213.181,500,00 1.606.881.625,00 606,299.875,00
04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR . 2 16,500.000,00) 16,500,000,00) 0,00
06 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA . 7 2,099 550,850,00) 1.433.576.320,00 665.974.530,00
07 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI . 1 11,825,000,00) 4,730,000,00 7.095,000,00
3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 12 640,414 45,5 2,206 364 979,85 10,434 049 552 50
| 11 | BANGUNAN GEOUNG e aenal 1264041440235 2.208.964.929,85 10.434,049,562,50
| ._.0._.>_. Ibmm> 719.272,843,042,35 5.268.052,874,85 © 14004.790.167,50
’ ) o_mctﬂ.xhz T -.ﬁ.. o u...m.nﬂ..wau.oﬁg!. T ..u..w:ammmm, u.q.m ©14.004.790:168

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

+ 11.01.13.,00,101041.00000.00000.xxxx

MENGETAHUI

KE DIN

{ Ir. AKHIRUDDIN )

NiP. 19631001 199103 1 Q06

.. N. ._..

BUKU
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SKPD . DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROPINSI : SUMATERA BARAT KODE LOKASI 11.01.13.00,101041.00000.00000, xxxx
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
No Urut |GOLONGAN KODE NAMA BIDANG BARANG JUMLAH BARANG JUMLAH HARGA SUB TOTAL
wﬁbﬂﬂ PERSIL | VOL/IUMLAH (Rp. ) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01 GOLONGAN TANAH 2.291.371.200,00
o1 TANAH 1 1618 2.291.371.200,00
2 02 GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN 3 5.261.527.000,00
03 ALAT-ALAT ANGKUTAN - 7 2.132.881.500,00
o4 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR : 2 16.500.000,00
06 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ; 365 1.709.823.500,00
o7 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI : 1 11.825.000,00
09 ALAT LABORATORIUM : 1 1,390.497.000,00
3 03 GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN 8.226.760.000,00
1 BANGUNAN GEDUNG 2 1573 8.226.760.000,00 |
4 04 GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 2.488.064,985,00
13 JALAN DAN JEMBATAN . 0 2.488.064.985,00
5 07 ASET LAINYA 593.105.800,00
o1 ASET TIDAK BERWUIUD - 3 535,093.500,00
B 03 ASET TIDAK BERMANFAAT . 15 58.012.300,00
TOTAL HARGA 18.860.828.985,00
DIBULATKAN 18.860.828.985 |

Terbilang : Delapan Belas z:?& Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah
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JULIATERA BARAT

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROYINSI
SUMATERA BARAT

LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
SEMESTER Il TAHUN 2017




BERITA ACARA
HASIL REKONSILIASI ASET SKPD

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 Januari 2018 telah dilaksanakan rekonsiliasi aset SKPD terkait dengan TIM
Rekonsiliasi dan Kelompok Pelaksana Tugas , dengan hasil Sebagai Berikut:

1. Nilai Aset SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan s/d Desember 2017 Sebagai

berikut:
A, Aset Tetap _

KIB NILAI AKM PENVUSUTAN NILAI BUKU
KIB A (Tanah) . -
KIB B ( Mesin) I7.9E._541.750,00 11,220.260.880, 6.759.280.870,00]
[KIB C (Bangunan) 3 526.878.215.00 254.389.133.40 3.272.489.081.60
K1 D | Jelaw, lrigws T 2977142118500  20.541.657.848,50 9.229.763.336,50
Jaringan)
KIBE ! Aset Tg&e LamnE[ i
KIB F ( KDP) A g
JUMLAH 51.277.841.150,004 32.016.307.861,90] 19.261.533.ZSSI 10}
B. Asect Lainnva

KIB NILAI AKM PENYUSUTAN NILAI BUKU
Aset Tidak Berwujud 535.093.500,00 535.093.500,00 ]
Asct Tidak Bermantaat 58.012.300,00 57.212.600,00 799.700,00
Aset Dalam Penelusuran - 1
‘Aset Dipakai Pihak Lain ] ]
JUMLAH 503.105.800,00 502.306.100,00] 799 700,00

2. Realisasi Pengadaan Semester II
3. Realisasi Pemeliharaan Semester [I

Rp 3.282.562.085,00
Rp  430.212.477,00

Adapun terhadap Penambahan Pengadaan sampai dengan Desember 2017 menjadi tanggung jawab Kepala SKPD selaku
Pengguna Barang dan nilai vang disampaikan pada saat Rekonsiliasi merupakan Hasil Rekon Nilai antara Bagian Umum dan

Bagian Keuangan SKPD.
Kepala Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Pemukiman
dan Pe

1r. CHANDRA MUSTIKA
NIP. 19590815 198703 1007

Dilaksanakan Olch:

NIP. 19630522 198603 1 001
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DATA CAPAIAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2015-2019
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tahun Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019
Pengurangan/ | 4.1 53 711,23 711,24 711,23 817,21
Tahun
Kumulatif 711,23 1422,46 2133,7 2844,93 3662,14
o 9,39 18,78 28,17 37,56 48,35
Pengurangan (%)

Data Perubshan (Hasil Verifikasi Lapengen + Analisis) Terhadap Deta Re-identifikasi
[ Kewenangan Kewenangan Jumish
Kewenangan Pusat
Provinsi Kabupaten/Kota
No. | Ksbupsten/Nota _— Tiaat p_— —
Jumiah Jeriah Jumiah Kawasen
Luas Leses. Luas (ra)
Kwe Wars Kwe
Kws (Ha) Kurs (Ha) Kws (Ha)
A | Kabupsten
1 | Kep. Mentawas 9 234,91 (] 0,00 1 6,80 10 241,71
2 | Pesisir Selatan 4 77,84 9 107,29 5 43,89 18 229,02
3 | Solok 9 210,98 B 100,18 23 101,08 40 412,24
4 | Sljunjung 10 25298 4 49,44 14 86,85 28 389,27
s | Tanah Datar S 86,81 8 90,41 35 163,84 a8 331,06
6 | Padang Pariaman o 0.00 13 167,93 o 0.00 13 167,93
7 | Agam 1 64,01 4 49,03 3 21,26 8 134,30
8 | Lima Puluh Kota 11 279,00 4 51,84 32 205,60 47 536,44
9 | Pasaman 0 0.00 3 44 40 5 20.00 8 64,40
10 | Solok Selatan o 0,00 1 1132 o 0.00 1 11,32
11 | Dharmasraya 7 195,48 5 61,44 22 109,19 34 366,11
12 | Pasaman Barat 2 96,52 3 42,37 29 111,19 34 250,08
Sub Total A ss | 149,53 &2 775,55 169 869,70 289 | 314388
B | Kota
13 | Padang 1 16,66 4 47,24 17 58.48 22 122,35
14 | solok 3 53,85 3 38,65 2 11,16 8 103,66
15 | sawahlunto 1 20.58 4 50,53 10 36.76 15 107.87
16 | Padang Panjang o 0.00 o 0,00 o 0,00 o 0.00
17 | Bukittinggi o 0,00 [+] 0,00 0 0,00 0 0,00
18 | Payakumbuh 4 96,13 3 36,97 3 9.00 10 142,10
19 | Pariaman ] 0.00 3 42,28 c 0,00 3 42,28
Sule Tkl B ? 187,22 iz 213,64 3z 115,40 58 518,26
Sumatera Barat 67 1685,75 79 991,29 201 985,10 347 | 3662,14
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